
I 
' 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Notnor . . 

1dukung~ . penga~1dian dalam pelaksanaan tu1as . 
kedinasan, maka dipandang perlu mengubah ketentuan 

' I 

dalam Lampiran III Peraturan. Bupati Bolaang Mongondow 
I .. I I 

Nomor f 1 Tahun 2017 ten tang Biaya Perjalanan Dinfls 

Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota 

DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai 'Pida.J<: Tetap /cti 
. I 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Tahun Anggaran 2018; · : 1 · ' 1 • \ 

I • 

· b. bahwa berdasarkan pertimbangan. sebagaimana dimaksud 

dalam· · huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
I 

ten tang Peru bahan A tas Pera tu ran Bu pati Bolaang 

Mongondow Nomor 51 Tahun 2017 tehtang Biaya 

Perjalanan Dinas Da1am Negeri Bagi Pejabat Negara, 
I 

Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta 

Pegawai 
1Tidak 

Tetap di . Lingkungan Perherintah 
I 

~ Kabupaten Bolaang Mongom.dow Tahun Anggaran 2018; . 
t 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tent~g 

Pembentukan Daerah-Daerah 'Tingkat · II, di Sulawesi 

Mengingat 

• 

I 
I I 

a. bahwa ·dal'api rangka ?eningkatan produktifitas kerja dan 
I ' 

Menimbang • 
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
' I I • 

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 

TAHUN ANGGARAN 2018 

NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PER.JALANAN DINAS DALAM 
i 

'NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA~ PIMPINAN DAN.ANGGOTA DPRD, PEGAWAI 
I • . I 

NEGERI SIPIL, .SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN . ' . . . . 

PERU'.BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW . . 

· . TENTANG 

f 
I, 

fl t I 
I 
I 

BUPATl BOLAANG MQNGONDOW 
I , 

PROVINS! SULAWESI UTAAA. 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONOONDOW 

NQMOR Lb TAHUN 2Q18 ·, 
I , 



i. 

I 
o I 

8. Undang-Undang .. Nomor ·23 Tahun 2014 

Pernerintahan Daerah (Lernbaran N egara 
' 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
I . I : 

Negara Republik Indonesia Nornor 55~7) · sebagaimana 
I 

, telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
• I I I 

Undang Nomor 9 Tah'un 2015 tentang Perubahan Ked a 
Atas ~ndang-Undang. No~or 23 'Tahun ~014 tentapg 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 

I I I 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indo11°esia Nomor 5679); , I 

r 

Indonesia Nomor 5494); 

• 

I 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 2014 tentang Apara ur 
. ' ' I I 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n · 
I I I I 

,2014 Nomor 6, Tambahan 'Lembaran Negara Republik · 
I 

• 

I tentang 
I 

Negara ~epulJli~ 
I ' Ind~nesra Tahun f004 Nom~r ?, Tambahan Lemba.Ijan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
I o I 

5. Undang~Undang Nomor 33 'Tahun ?OQ4 , tentJg 
Perimb~gan Keuahgan Antara ·.Pemerintah Pusat ~an 
Pemeri~tah · Daerah Lerribar-an Negara Repu9lik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indone~ia ~omor· 4438j; I · 
6. 'Undang-Undang · Nomor 12 Tahun 2011 tenig 

Pembentukan Perat'liran Perundang-undangan (Lemb rr3-11 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan. Lembaran, Negara Republik Indonesia No or 
' . 
5234);' 

I 

2. Uridang-Undang . Nomor 28 Tahun 1999 t~ntrg 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

', }: 
Kor~psi, Ko~usi Gian Nepotisme (Le~barpi Negra 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

I . ) 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3851); 

I I • ' 

3. Undang-Undang Nbmor 17 Tahu~ 2003 tentang Keu<ji!lgan 
Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 20103 

Nomor 47, Tam9ahan .Lernbaran Negara Republik 
f 

Indonesia Nomor 4286); ,~ •,, 
I I 

4. Undang-Undang Nomor 'i , Tahun · 2004 
I ' 

Perbendaharaan I Negara (Lernbaran 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

I I 



I . 

tt I I I 

ten tang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow No or 

I I 

10 Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APB'.D) Tahun Anggaran 2018; 

18. Pe·r~turan Bupati Bolaang Mong1ndow Nomor 51 Tahjn 
2017 tentang Biaya Rerjalanan Dinas Dalam Negeri B gi 

t I I • 

Pejabat Negara, Pirnpinan Dan Anggota DPRD, Pega ai 
I ' t I 

Negeri Sipil, Serta 'Pegawai Tidak Tetap Di ~ingkung . 
Pernerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tah h 

i lj 

Anggaran 2018; 

• • 

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak.Tetap: I 
I . 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
. . 

tentang. Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
. I 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
. I t • • ' 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.02/20 

I' 

I 

I 
I 
I 

I I 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten11g 
Administrasi Pet~erintahan (Lembar~ Negara Repu lik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernb an 

Ne1siara Republik Indonesia Nomor 5601); 
I • • I 

10. Peraturan Pemerintah 1Nomor 58 Tahun 2005 tentFg 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg a 

I I I 

· Republik Indonesia Tahun 200~· Nomor l~O, Tamb4an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578); ·.J 

12. Peraturan Pemerintah ~omor. 81 Tahun bo 17 tent~ng 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan ctlan 
A~~gota Dewan .Perwakilan Rakyat Daerah (LembJan 
Negara Republik Indonesia :1,Tahun 2017 Nomor 

I I I t I 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia No or 
I I . • • 

6057); . I , 

13. Peraturan Men~eri1 Dalc;UTI Negeri Nomor 13 Tahun 201°6 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir den~an 
Peraturan Menteri Dalam :Neg~ri Nomor 21 Tahun 2011 

1' 

tentang Perubahan Kc:~ua Atas. Peratur~ ~enteri Dalr 
Negeri Nombr 113 'Fahun 2906 tentang Pedoman 

I I I Pengelolaan Keuangan Daerah; ' : . . 

14. Peraturan Menteri' Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
I 

tentang Perjalanan Dinas -Dalam Negeri bagi Peja at . . 



• 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONG(')NDOW TAHUN 2018 
NOMOR ... 

• I 

Diundangkan di Lolak 
padatan 2018 

Ditetapkan di Lolak J 
pada tanggal p.j - 4. ,.... 2017,1. 

BUP I B' 
1LAAN~ 

MONGONDOW' I 
n- 

/ 

Mongondow, 

I 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal 1 April 

02018. 
' I I 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan Pengundangan Peraturan 
I I I ' Bupati ini dengan Penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Bolaang 

I . 

I 

Ketentuan Larnpiran III huruf 1 dan K.eterangan dalarn Peraturan Bupati 
Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2017 ten tang Biaya Perjalanan Dinas 
Dalarn Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai 

' 
Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
, t , ~ , . , . r 
Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018 ~erita Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Tahun 2017 Nomor 51) diubah sehingga Lampiran III huruf i dan 

I I I I 

Keterangan yang mengatur mengenai Komponen Biaya Perjalan~ Dinas Luar 
Daerah., menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

I 

Pasal l 
I 

I I 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan , PE~TURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BOLAANQ MONGONDOW NOMOR 51 
' 'J;'AHUN 2017 TENTANG° BIAYA PERJALANAN DINAS D;\LAM 

NEGERI BAGI PEJABAT,NEGARA,1 PIMPINAlN DAN ANGGOTA 
DPRD,. PEGAWAI NEGERI. SIPIL, ~ERTA PEOAWAI TIDAK 
TETAP DI LINGKUNOAN PEMERINTAH ; KABUPATEN 
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018. 

I 

I I 

I I I 



Maksimal 
2, (dual I 

~· . " h. Perjalanan Dinas Jabatan 
untuk . menzikuti 

Sesuai 
penugasan 

Sesuai 
penugasan 

' I 

penugasan 
Sesuai 

2 ('dua) 
hari 

Maksimal 
90 

(sembilan 
nuluhl hari 

Sesuai 
' penugasan 

Sesuai 
penugasan 

I -,/ 

g. Perjalanan Dinas Jabatan 
untuk mendapatkan 
pengobatan -berdasarkan 
keputusan Majelis Penguji 
Kesehatan Pezawai N ezeri 

I 
I I 

I 

.4 t 
t 

It 
fl I 

f. Perjalanan Dinas Jabatan 
untuk memperoleh I 

pengooatan berdasarkan 
surat keterangan dokter 
karena mendapat cedera 
pada waktu / karena 
melakukan tuzas 

,I --J 
I 

e. Perjalanan: Dinas Jabatan 
untuk menghadap Majelis 
Pe'nguji Kesehatan Pegawai 
Negeri atau menghadap 
seorang ' dokter penguj i 
kesehatan yang ditunjuk, 
untuk mendapatkan surat 
keterangan dokter tentang 
kesehatannya guna 
kepen tingan iabatan 

d. Perjalanan Dinas Jabatan 
untuk menempuh ujian 
dinas /uiian iabatan 

-,/ 2) -,/ 1) I 

c. Perjalanan Dipa~ .Jabatan 
dalam I ' rangka 
Pengumandahan 
(Detasering) 

b. Perjalanan Dinas Jabatan 
untuk rnengiku ti rapat, 
seminar dan sejenisnya 

-,/' 
a. Perjalanan Dinas Jabatan 

dalam rangka pelaksanaan 
tu gas pokok dan f ungsi' 
SKPD 

I 

I I 

1 ·~iaya 
Peipetian 
· dan 
Angkutan 
.Jehazah 

1Jumfah I 

. Hart yang 
dibayarkan 

U ang Biaya Biaya 
. · Transpor Harian Penginapan P . , · .. egawru 

J enis Perjalanan Dinas 
Jabatan 

. 
I 

KOM~ON~N BlAYA PERJALANAN DINP,,.S LUAR DAE~H . 

' I 

• 
• 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR TAHUN· 2018 

I 

TANGGAL 2018 1 

'TENTANG PERUBAHAN . ATAS PfRATURAN i BUPATI BOLA;).!' G 
MONGONDOW NOMPR 51 TAHUN 2017 TENTANG' BIA'"A 

, PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI ,PEJABAT NEGA:R A, 
PIMPrNAN DAN ANGGO\l"A DPRD1, PEGAWAI NEGERI SIP L, ' 

I SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGJ(UNGAN PEMERINTJ H 
KABUPATEN .' BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARJ.'N 
2018 I .. · ' 



f 
1, 

11 I I 
I 

, , 

·' I 

,· 
I 

' 

BUPA~I BOLAANG MONGONDOW:f 

t-'~ 

' I 

Keterangan: 
I. -v I) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan . dan selama 

masa Pengumandahan (Detaseting) dalam hal tidak tersedia rumah 
I 

din as. 
, 2. ...J 2) Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat 

kedatangan dan kepulangan, '. ' 
3 . ...J 3) Uang Harian yang diberikan .berupauang saku selama 4 (empat) 

hari, uang makan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) ' 
hari pada saat kepulangan. . , .. 

I I I 
...J 3) Khusus untuk ·,kegiatan Bimtek /Diklat yang' tidak disediakan 

I •• ' • penginapan bagi, Peserta, maka pelaksana SPT dapat diberikan 
I ' I uang harian berupa transport lokal selama kegiatan. ; 

...J 3) ' : Khusus kegiatan Bimtek/Diklat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
uang 'harian yang diberikan berupa uang saku selam~ 5 (lima] hari, 
uan·g makan 1 (satu) hari pada saat kedatangan 'dan 1 (satuJ hari 

I ' pada saat kepulangan. · : 1 , 
4. ...J 4) BiayaPenginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 

-I 4) Khusus untuk kegiatan Bimtek dan Diklat yang tidak disediakan 
, . I 

penginapan bagi Peserta, maka pelaksana SPT da'pat diberikan 
' I 
biaya Penginapan selama kegiatan. 

I: 

pendidikan setara , hari 
I I 

Diploma/ S 1 /. S2 I S3 ' 

i. Perjalanan Din as Jabatan Maksimal 
untuk mengikuti bimtek, I ...J 3) ...J 4) I 

...J 5 (lima) - 
pendidikan dan pelatihan hari 

j. Perjalanan , .dinas dalam ' 

rangka koordinasi dan ...J ...J . ' ,/ Sesuai 
konsultasi . penugasan 


